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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nuansz; era globalisasi tampak menjiwai setiap kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah, untuk menampung aspirasi yang jauh berkembang ditegah-tengah
masyarakat. Menumpuknya permasalahan pembangunan diberbagai sektor
merupakan tugas pertama bagi pemerintahan yang baru terbentuk melalui sidang
umum, untuk menuntaskan dan mencarikan alternatif penyelesaiaannya.

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pola pembangunan yang belaku
selama pemerintahan Orde Baru, direspon oleh Pemerintahan transisi dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menggantikan Undang-Undang yang telah lama menguatkan dominasi pemerintah
dibandingkan Pemerintahan Daerah, sehingga pemberian otonomi kepada daerah
tidak dirasakan secara nyata. Hal tersebut menjadi salah satu dasar dibuatnya
Undang-Undang yang baru pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebut
langsung sebagai provinsi, dan kabupaten/kota pada tiap-tiap ayatnya. Menegaskan
mengenai pembagian yang bersifat hirarkis ini.

Dalam pelaksanaanya, untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang
demokratis pada pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama

kepada setiap warga Negara yang memenuhi syarat. Hal tersebutlah yang menjadi
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pertimbangan untuk melakukan perubahan selanjutnya sehingga melahirkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Diskusi tentang otonomi yang marak pemberitaannya di media massa, telah
menjadi semacam tuntutan yang cukup vokal datang dari berbagai daerah. Banyak
dikalangan masyarakat menyorot atau mempertahankan tentang peran fungsi atau
kinerja DPRD, apakah dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sebagai wakil rakyat atau yang
berkonotasi negatif hanya sebagai simbol / stempel saja. Bentuk otonomi yang
disuarakan tersebut menginginkan subtansi yang lebih riil, mengandung makna
pemberdayaan daerah yang sebenamya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sisi kelemahan di masa Orde Baru dapat juga dilihat dan besarmya kekuasaan
pemerintah (eksekutif) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sebagai
negara demokrasi masing-masing lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif
seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa intervensi kekuasaan antar lembaga
tersebut. Selama Orde baru dapat dikatakan kuatnya dominasi eksekutif terhadap
legislatif dan yudikatif sehingga terdapat kerancuan dalam proses pembangunan
negara. [stilah kekuasaan otoriter berselubungkan demokrasi dapat diungkapkan
melihat fenomena negara Republik Indonesia selama 32 tahun di bawah

pemerintahan Orde baru (Yonatan Wiyoso, 2009).
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